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Abstract:  

Income inequality remains one of the foremost challenges in Indonesia's economic 

development, reflecting the uneven distribution of welfare across regions. This study 

examines the effects of the Information and Communication Technology Development 

Index (ICT-DI), population size, and unemployment rate on income inequality across 

Indonesia over the 2019–2023 period. Employing a quantitative approach, the study 

draws on secondary data from Statistics Indonesia (BPS) covering 34 provinces. The 

findings indicate that the ICT Development Index exerts a negative and statistically 

significant effect on income inequality, suggesting that advances in digital technology 

access and utilization foster a more equitable distribution of income. Population size, 

by contrast, demonstrates a positive yet statistically insignificant effect, implying that 

sheer demographic magnitude does not independently determine inequality in the 

absence of supportive structural conditions. The unemployment rate, meanwhile, 

shows a positive and significant effect, underscoring that rising unemployment tends 

to widen the income gap between employed and unemployed segments of the 

population. Accordingly, inclusive ICT development alongside robust employment 

creation policies should be prioritized as key instruments in reducing income 

inequality in Indonesia. This study is subject to several limitations, namely its reliance 

on three independent variables, a comparatively narrow observation window (2019–

2023), and secondary data sourced exclusively from BPS, which may not fully capture 

the qualitative dimensions that shape income inequality. 
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Abstrak:  

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan 

ekonomi Indonesia yang mencerminkan ketidakmerataan distribusi kesejahteraan 

antarwilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks 

Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), jumlah penduduk, dan 

tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode 

2019–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder 

yang bersumber dari Badan Pusat Statistik pada 34 provinsi di Indonesia. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa IP-TIK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

ketimpangan pendapatan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pembangunan 

dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mampu mendorong pemerataan 

distribusi pendapatan. Jumlah penduduk memiliki pengaruh positif namun tidak 

signifikan, sehingga besaran populasi belum menjadi faktor penentu utama 

ketimpangan pendapatan. Sementara itu, tingkat pengangguran berpengaruh positif 

dan signifikan, yang menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran cenderung 

memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, pembangunan TIK 

yang inklusif serta kebijakan penciptaan lapangan kerja perlu menjadi prioritas untuk 

mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian ini memiliki 

keterbatasan, yaitu hanya mencakup tiga variabel independen dengan periode 
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pengamatan yang relatif singkat (2019–2023) serta mengandalkan data sekunder dari 

Badan Pusat Statistik yang belum mampu menangkap faktor-faktor kualitatif yang 

turut memengaruhi ketimpangan pendapatan. 
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PENDAHULUAN 

Ketimpangan pendapatan 

merupakan salah satu permasalahan utama 

dalam pembangunan ekonomi yang 

mencerminkan ketidakmerataan distribusi 

kesejahteraan antarwilayah dan kelompok 

masyarakat. Ketimpangan ini tidak hanya 

menunjukkan perbedaan tingkat 

penghasilan, tetapi juga mencerminkan 

disparitas dalam akses terhadap sumber 

daya ekonomi, pendidikan, dan 

kesempatan kerja (Todaro & Smith, 2006). 

Baldwin dalam Sugiastuti dan Pratama 

(2022) menegaskan bahwa distribusi 

pendapatan yang timpang menciptakan 

jurang kemakmuran, di mana sebagian 

masyarakat menikmati kelimpahan 

sementara kelompok lainnya hidup dalam 

keterbatasan. Fenomena tersebut menjadi 

tantangan utama bagi negara berkembang, 

termasuk Indonesia, karena ketimpangan 

yang tinggi dapat menghambat 

pembangunan ekonomi yang inklusif dan 

berkelanjutan (Indrawati, 2021; 

Tambunan, 2001). 

Ketimpangan pendapatan 

umumnya diukur menggunakan rasio gini, 

yaitu indikator yang menunjukkan tingkat 

ketidakmerataan distribusi pendapatan 

dalam suatu wilayah dengan skala antara 0 

hingga 1. Semakin tinggi nilai rasio gini, 

semakin besar tingkat ketimpangan yang 

terjadi (Lutfiani & Yunasih, 2020). 

Adapun data rasio gini di Indonesia dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1.  

Nilai Rasio gini Indonesia Tahun 2019-2023 

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024 

 

Data Badan Pusat Statistik pada 

Gambar 1 menunjukkan bahwa nilai rasio 

gini Indonesia selama periode 2019–2023 

mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, 

nilai rasio gini tercatat sebesar 0,380 dan 

meningkat menjadi 0,385 pada tahun 2020. 

Selanjutnya, nilai tersebut menurun 

menjadi 0,381 pada tahun 2021 dan relatif 
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stabil pada tahun 2022, sebelum kembali 

meningkat menjadi 0,388 pada tahun 2023. 

Dinamika ini mencerminkan kompleksitas 

kondisi sosial ekonomi Indonesia yang 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk 

dampak pandemi COVID-19 dan proses 

pemulihan ekonomi nasional. 

Salah satu faktor yang diduga 

memengaruhi ketimpangan pendapatan 

adalah perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK). Indeks 

Pembangunan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (IP-TIK) digunakan untuk 

mengukur tingkat akses, penggunaan, dan 

keterampilan masyarakat dalam 

memanfaatkan teknologi digital. 

Peningkatan akses TIK berpotensi 

mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 

penciptaan peluang kerja baru dan 

peningkatan produktivitas, sehingga dapat 

menekan ketimpangan pendapatan. 

Namun, ketidakmerataan adopsi teknologi 

antarprovinsi di Indonesia berpotensi 

memperlebar kesenjangan ekonomi 

(Muharrar dan Wulandari, 2025). 

Penelitian Jahidah et al. (2025) 

menunjukkan bahwa penggunaan TIK 

berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap ketimpangan pendapatan, yang 

berarti semakin tinggi pemanfaatan 

teknologi, semakin kecil tingkat 

ketimpangan. Temuan ini sejalan dengan 

Wijayanti et al. (2023) yang 

menyimpulkan bahwa TIK berperan 

penting dalam mengurangi disparitas 

distribusi pendapatan antarwilayah di 

Indonesia. 

Selain perkembangan teknologi, 

jumlah penduduk juga menjadi faktor yang 

berpotensi memengaruhi ketimpangan 

pendapatan. Pertumbuhan penduduk 

merupakan perubahan jumlah dan struktur 

populasi yang dipengaruhi oleh kelahiran, 

kematian, dan migrasi (Hambarsari & 

Inggit, 2016). Populasi yang besar dapat 

menjadi modal pembangunan apabila 

diiringi dengan kualitas sumber daya 

manusia yang memadai. Sebaliknya, 

pertumbuhan penduduk yang tidak 

terkendali tanpa dukungan penciptaan 

lapangan kerja dan peningkatan 

kompetensi tenaga kerja dapat 

memperbesar kesenjangan pendapatan. 

Wahyuni dan Andriyani (2022) 

menemukan bahwa jumlah penduduk 

berpengaruh positif terhadap ketimpangan 

pendapatan. Hasil serupa juga 

dikemukakan oleh Firdaus dan Hasmarini 

(2023), yang menyatakan bahwa tingginya 

jumlah penduduk tanpa diimbangi dengan 

kesempatan kerja yang memadai dapat 

memperlebar jurang pendapatan antar 

kelompok masyarakat. 

Faktor lain yang tidak kalah 

penting adalah tingkat pengangguran. 

Pengangguran mencerminkan 

ketidakmampuan perekonomian dalam 

menyediakan lapangan kerja yang cukup 

bagi angkatan kerja. Kondisi ini 

berdampak langsung pada penurunan 

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 

serta meningkatkan risiko kemiskinan dan 

ketimpangan sosial (Samosir & Silalahi, 

2026). Dengan demikian, peningkatan 

tingkat pengangguran cenderung 

memperlebar kesenjangan distribusi 

pendapatan antara kelompok masyarakat 

yang memiliki pekerjaan dan yang tidak. 

Meskipun berbagai penelitian telah 

mengkaji determinan ketimpangan 

pendapatan, sebagian besar studi masih 

berfokus pada variabel ekonomi tertentu 

atau menggunakan periode pengamatan 

yang terbatas. Selain itu, penelitian yang 

mengintegrasikan pengaruh IP-TIK, 

jumlah penduduk, dan tingkat 
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pengangguran secara simultan dengan 

cakupan seluruh provinsi di Indonesia 

pada periode terbaru masih relatif terbatas. 

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan 

kebaruan dengan menganalisis pengaruh 

ketiga variabel tersebut terhadap 

ketimpangan pendapatan di Indonesia 

menggunakan pendekatan regresi data 

panel pada 34 provinsi selama periode 

2019–2023. 

Berdasarkan uraian tersebut, 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh Indeks Pembangunan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), 

jumlah penduduk, dan tingkat 

pengangguran terhadap ketimpangan 

pendapatan di Indonesia. Hasil penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi teoritis bagi pengembangan 

literatur ekonomi pembangunan serta 

kontribusi praktis sebagai bahan 

pertimbangan bagi pemerintah dalam 

merumuskan kebijakan yang berorientasi 

pada pemerataan pendapatan dan 

pembangunan ekonomi yang inklusif. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan tujuan 

menguji pengaruh Indeks Pembangunan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-

TIK), jumlah penduduk, dan tingkat 

pengangguran terhadap ketimpangan 

pendapatan di Indonesia. Data yang 

digunakan merupakan data sekunder yang 

diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat 

Statistik (BPS). Jenis data yang digunakan 

adalah data panel, yaitu kombinasi antara 

data time series dan cross section, yang 

mencakup 34 provinsi di Indonesia selama 

periode 2019–2023 sehingga 

menghasilkan 170 unit observasi. Teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui studi 

dokumentasi terhadap laporan statistik 

serta penelitian kepustakaan untuk 

mendukung landasan teoritis. 

Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah ketimpangan 

pendapatan yang diukur menggunakan 

rasio gini (Al Aqilah, et al. 2024). Variabel 

independen terdiri atas Indeks 

Pembangunan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (IP-TIK) yang 

menggambarkan tingkat pembangunan dan 

pemanfaatan teknologi digital, jumlah 

penduduk yang menunjukkan total 

populasi di setiap provinsi, serta tingkat 

pengangguran yang diukur sebagai 

persentase jumlah pengangguran terhadap 

angkatan kerja. Seluruh variabel diukur 

berdasarkan data tahunan pada masing-

masing provinsi selama periode penelitian. 

Teknik analisis data yang 

digunakan adalah regresi data panel. Untuk 

memperoleh model estimasi yang paling 

tepat, dilakukan pemilihan model melalui 

beberapa pengujian, yaitu uji Chow untuk 

menentukan pilihan antara Common Effect 

Model (CEM) dan Fixed Effect Model 

(FEM), uji Hausman untuk memilih antara 

FEM dan Random Effect Model (REM), 

serta uji Lagrange Multiplier untuk 

menentukan pilihan antara CEM dan 

REM. Setelah model terbaik diperoleh, 

dilakukan pengujian asumsi klasik yang 

meliputi uji normalitas, multikolinearitas, 

heteroskedastisitas, dan autokorelasi guna 

memastikan validitas dan reliabilitas 

model estimasi. Model empiris yang 

digunakan dalam penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut: 

Y = β0 + β1(X1)it + β2(X2)it + β3(X3)it + eit 

Dimana Y merupakan ketimpangan 

pendapatan, β0 adalah konstanta, β1, β2, 

β3 adalah koefisien regresi, X1 adalah 

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi 
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dan Komunikasi (IP-TIK), X2 adalah 

jumlah penduduk, X3 adalah tingkat 

pengangguran, i adalah cross section, t 

adalah time series, dan eit adalah error 

term. 

Pengujian hipotesis dilakukan 

menggunakan uji t untuk mengetahui 

pengaruh parsial masing-masing variabel 

independen terhadap ketimpangan 

pendapatan, serta uji F untuk menguji 

pengaruh simultan variabel independen 

terhadap variabel dependen. Selain itu, 

koefisien determinasi digunakan untuk 

mengukur kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variasi 

ketimpangan pendapatan di Indonesia. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menganalisis 

pengaruh Indeks Pembangunan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), 

jumlah penduduk, dan tingkat 

pengangguran terhadap ketimpangan 

pendapatan di Indonesia pada periode 

2019–2023 dengan menggunakan 

pendekatan regresi data panel pada 34 

provinsi. Pemilihan model estimasi 

dilakukan melalui uji Chow dan uji 

Hausman. Hasil uji Chow menunjukkan 

nilai probabilitas cross-section F sebesar 

0,0000 (< 0,05), yang mengindikasikan 

bahwa Fixed Effect Model (FEM) lebih 

tepat dibandingkan Common Effect Model. 

Selanjutnya, uji Hausman menghasilkan 

nilai probabilitas sebesar 0,0159 (< 0,05), 

sehingga menegaskan bahwa FEM 

merupakan model yang paling sesuai 

untuk digunakan dalam penelitian ini. 

Tabel 1. Regresi Data Panel (Model Fixed Effect) 

Variable  Coefficient t-Statistic Prob. 

C 0,342376 8,057600 0,0000 

X1 -0,008097 -6,673829 0,0000 

LnX2 0,004972 1,009242 0,3147 

X3 0,001298 2,006376 0,0468 

Adjusted R-squared 0,978904   

F-statistic 218,8384   

Prob(F-statistic) 0,000000   

Sumber: Diolah dengan Eviews 9 

Persamaan regresi data panel yang 

dihasilkan melalui pendekatan fixed effect 

model dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Yit = 0,342376 - 0,008097X1it + 

0,004972LnX2it + 0,001298X3it  (1) 

Hasil estimasi regresi dengan 

menggunakan FEM menunjukkan bahwa 

variabel IP-TIK memiliki koefisien sebesar 

–0,008097 dengan nilai probabilitas 

0,0000, yang berarti berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap ketimpangan 

pendapatan. Temuan ini mengindikasikan 

bahwa peningkatan pembangunan 

teknologi informasi dan komunikasi 

mampu menurunkan tingkat ketimpangan 

pendapatan antarwilayah di Indonesia. 

Secara konseptual, IP-TIK mencerminkan 

tingkat akses, penggunaan, dan 

keterampilan masyarakat dalam 

memanfaatkan teknologi digital. 

Peningkatan pada dimensi tersebut 

memungkinkan masyarakat memperoleh 

akses informasi, pasar, serta layanan 

ekonomi secara lebih luas, sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas dan 

memperluas kesempatan kerja. Dalam 
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perspektif ekonomi pembangunan, 

pemanfaatan TIK mampu menurunkan 

hambatan struktural dan mendorong 

distribusi pendapatan yang lebih merata. 

Hal ini sejalan dengan argumen bahwa 

teknologi digital berfungsi sebagai 

equalizer ekonomi yang memungkinkan 

kelompok masyarakat berpenghasilan 

rendah mengakses peluang yang 

sebelumnya hanya dinikmati oleh 

kelompok menengah ke atas (Shah & 

Krishnan, 2024). Hasil ini sejalan dengan 

penelitian Wijayanti et al. (2023) serta 

Azzahra dan Nasution (2024) yang 

menemukan bahwa pemerataan akses dan 

literasi digital berkontribusi signifikan 

dalam mengurangi ketimpangan 

pendapatan.  

Lebih lanjut, penelitian lintas 

negara yang dilakukan oleh Usmanova et 

al. (2023) menggunakan analisis regresi 

kuantil panel terhadap 83 negara periode 

2002–2019 menemukan bahwa kemajuan 

TIK secara konsisten berpengaruh negatif 

terhadap ketimpangan pendapatan, dan efek 

ini semakin kuat pada negara-negara 

dengan koefisien Gini yang lebih tinggi. 

Temuan tersebut mengimplikasikan bahwa 

negara berkembang seperti Indonesia, yang 

masih mencatat rasio gini di atas rata-rata, 

justru memiliki potensi manfaat yang lebih 

besar dari investasi di sektor TIK. Dengan 

demikian, pembangunan TIK yang inklusif 

dapat menjadi instrumen strategis dalam 

mendorong pemerataan ekonomi di 

Indonesia. 

Variabel jumlah penduduk yang 

diestimasi dalam bentuk logaritma natural 

(LnX2) menunjukkan koefisien sebesar 

0,004972 dengan arah hubungan positif, 

namun tidak signifikan secara statistik 

karena memiliki nilai probabilitas sebesar 

0,3147 (> 0,05). Hasil ini menunjukkan 

bahwa perubahan jumlah penduduk belum 

mampu menjelaskan variasi ketimpangan 

pendapatan secara langsung selama periode 

penelitian. Secara teoretis, jumlah 

penduduk merupakan faktor penting dalam 

pembangunan ekonomi karena berkaitan 

dengan ketersediaan tenaga kerja dan 

tingkat konsumsi. Namun, pengaruhnya 

terhadap ketimpangan pendapatan sangat 

bergantung pada kualitas sumber daya 

manusia, struktur ekonomi, serta 

kemampuan perekonomian dalam 

menciptakan lapangan kerja. Studi yang 

dilakukan oleh Tchamyou et al. (2022) 

terhadap negara-negara berkembang 

menyimpulkan bahwa besaran populasi 

semata tidak cukup untuk menjelaskan 

ketimpangan pendapatan apabila tidak 

disertai dengan investasi pada modal 

manusia dan pemerataan akses terhadap 

teknologi. Lebih jauh, interaksi antara TIK 

dan kualitas sumber daya manusia justru 

menjadi penentu yang lebih kuat dalam 

mereduksi ketimpangan dibandingkan 

faktor demografis itu sendiri (Tchamyou et 

al., 2022). 

Temuan ini sejalan dengan 

penelitian Julihanza dan Khoirudin (2023) 

serta Primadianti dan Sugiyanto (2020) 

yang menyatakan bahwa besaran populasi 

tidak selalu menjadi determinan utama 

ketimpangan pendapatan apabila tidak 

disertai dengan disparitas kualitas ekonomi 

dan kesempatan kerja antarwilayah. 

Dengan kata lain, kebijakan kependudukan 

yang berfokus pada pengendalian kuantitas 

semata akan kurang efektif tanpa diiringi 

dengan program peningkatan keterampilan, 

akses pendidikan, dan perluasan lapangan 

kerja yang berkeadilan. Oleh karena itu, 

pengendalian ketimpangan pendapatan 

tidak cukup hanya berfokus pada aspek 
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demografis, tetapi juga memerlukan 

kebijakan yang mendorong peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dan 

pemerataan pembangunan ekonomi. 

Sementara itu, variabel tingkat 

pengangguran menunjukkan koefisien 

sebesar 0,001298 dengan nilai probabilitas 

0,0468 (< 0,05), yang berarti berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap ketimpangan 

pendapatan. Temuan ini mengindikasikan 

bahwa peningkatan tingkat pengangguran 

cenderung memperlebar kesenjangan 

distribusi pendapatan antara kelompok 

masyarakat yang memiliki pekerjaan dan 

yang tidak. Secara teoretis, pengangguran 

menyebabkan hilangnya sumber 

pendapatan utama bagi individu, sehingga 

meningkatkan risiko kemiskinan dan 

memperlebar jurang kesejahteraan. Dalam 

konteks Indonesia, ketidakmerataan 

kesempatan kerja antarwilayah serta 

keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang 

layak memperkuat dampak pengangguran 

terhadap ketimpangan pendapatan. 

Argumen ini diperkuat oleh laporan 

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) 

yang menegaskan bahwa kesenjangan 

antara angkatan kerja yang bekerja dan 

yang tidak bekerja merupakan salah satu 

pendorong utama pelebaran ketimpangan 

distribusi pendapatan, terutama di negara-

negara berpenghasilan rendah dan 

menengah (ILO, 2024). Selain itu, 

penelitian Azam & Bhatt (2023) 

menggunakan data panel negara 

berkembang menunjukkan bahwa tingkat 

pengangguran yang tinggi tidak hanya 

menekan pendapatan kelompok bawah, 

tetapi juga menciptakan efek spiral negatif 

di mana kemiskinan yang meluas semakin 

mempersulit individu untuk memperoleh 

keterampilan dan pendidikan yang 

dibutuhkan untuk keluar dari lingkaran 

ketimpangan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

temuan Jibril et al. (2025) dan Rohmah et 

al. (2025) yang menyatakan bahwa tingkat 

pengangguran yang tinggi berkontribusi 

signifikan terhadap peningkatan 

ketimpangan pendapatan, terutama di 

wilayah dengan struktur ekonomi yang 

kurang beragam. Oleh karena itu, upaya 

pengurangan ketimpangan pendapatan di 

Indonesia tidak dapat dipisahkan dari 

agenda perluasan kesempatan kerja yang 

produktif, terutama melalui pengembangan 

sektor-sektor padat karya dan peningkatan 

keterampilan tenaga kerja di daerah-daerah 

dengan tingkat pengangguran tinggi. 

Secara simultan, ketiga variabel 

independen dalam model penelitian 

menunjukkan pengaruh yang signifikan 

terhadap ketimpangan pendapatan, 

sebagaimana tercermin dari nilai 

probabilitas F-statistic sebesar 0,000000. 

Selain itu, nilai Adjusted R-squared sebesar 

0,978904 menunjukkan bahwa sekitar 

97,89% variasi ketimpangan pendapatan di 

Indonesia dapat dijelaskan oleh variabel IP-

TIK, jumlah penduduk, dan tingkat 

pengangguran, sedangkan sisanya sebesar 

2,11% dipengaruhi oleh faktor lain di luar 

model. Tingginya nilai koefisien 

determinasi ini menegaskan bahwa model 

yang digunakan memiliki kemampuan 

penjelasan yang sangat kuat. Tingginya 

nilai ini sejalan dengan karakteristik model 

data panel dengan pendekatan fixed effect, 

di mana efek individu antarprovinsi mampu 

ditangkap secara lebih presisi sehingga 

menghasilkan daya prediksi yang lebih 

tinggi dibandingkan model pooled OLS 

(Baltagi, 2021). 
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Secara keseluruhan, penelitian ini 

memberikan kontribusi kebaruan dengan 

mengintegrasikan pengaruh pembangunan 

teknologi informasi dan komunikasi, faktor 

demografis, serta kondisi pasar tenaga kerja 

dalam satu kerangka analisis menggunakan 

data panel 34 provinsi di Indonesia pada 

periode terbaru, yaitu 2019–2023. Temuan 

ini menegaskan bahwa pembangunan TIK 

yang inklusif dan kebijakan penciptaan 

lapangan kerja merupakan strategi penting 

dalam menekan ketimpangan pendapatan. 

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak 

hanya memperkaya literatur ekonomi 

pembangunan, tetapi juga memberikan 

implikasi kebijakan bagi pemerintah dalam 

merumuskan strategi pembangunan yang 

lebih inklusif dan berkeadilan. 

 

PENUTUP  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa pembangunan 

teknologi informasi dan komunikasi, 

kondisi demografis, serta dinamika pasar 

tenaga kerja memiliki peran yang berbeda 

dalam memengaruhi ketimpangan 

pendapatan di Indonesia selama periode 

2019–2023. Peningkatan Indeks 

Pembangunan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (IP-TIK) terbukti mampu 

menurunkan ketimpangan pendapatan, 

yang menunjukkan bahwa pemerataan 

akses dan pemanfaatan teknologi digital 

dapat menjadi instrumen penting dalam 

mendorong distribusi kesejahteraan yang 

lebih adil antarwilayah. Sementara itu, 

jumlah penduduk tidak menunjukkan 

pengaruh yang berarti terhadap 

ketimpangan pendapatan, sehingga besaran 

populasi semata belum dapat menjelaskan 

variasi kesenjangan ekonomi tanpa 

didukung oleh kualitas sumber daya 

manusia dan struktur ekonomi yang 

inklusif. Di sisi lain, tingkat pengangguran 

terbukti memperlebar ketimpangan 

pendapatan karena keterbatasan akses 

masyarakat terhadap pekerjaan yang layak 

dan berpenghasilan stabil. Oleh karena itu, 

pemerintah perlu memperkuat kebijakan 

pembangunan TIK yang inklusif melalui 

pemerataan infrastruktur digital dan 

peningkatan literasi serta keterampilan 

digital masyarakat, sekaligus mendorong 

penciptaan lapangan kerja dan peningkatan 

kualitas tenaga kerja agar manfaat 

pembangunan ekonomi dapat dirasakan 

secara lebih merata dan berkelanjutan di 

seluruh wilayah Indonesia. 

Penelitian ini memiliki beberapa 

keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, 

cakupan variabel independen hanya 

terbatas pada tiga variabel, yaitu IP-TIK, 

jumlah penduduk, dan tingkat 

pengangguran, sehingga faktor-faktor lain 

yang berpotensi memengaruhi ketimpangan 

pendapatan seperti indeks pembangunan 

manusia, pertumbuhan ekonomi, dan 

belanja pemerintah daerah belum turut 

dipertimbangkan dalam model. Kedua, 

periode pengamatan yang relatif singkat, 

yaitu 2019–2023, membatasi kemampuan 

model dalam menangkap dinamika jangka 

panjang dari ketimpangan pendapatan di 

Indonesia. Ketiga, penggunaan data 

sekunder dari Badan Pusat Statistik 

menjadikan analisis ini belum mampu 

menangkap dimensi kualitatif, seperti 

persepsi masyarakat terhadap akses 

teknologi dan kondisi ketenagakerjaan di 

lapangan. 

Berdasarkan keterbatasan tersebut, 

peneliti selanjutnya disarankan untuk 

memperluas cakupan variabel independen 

dengan memasukkan faktor-faktor 

struktural lainnya, seperti indeks 

pembangunan manusia, tingkat pendidikan, 
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dan desentralisasi fiskal, guna memperoleh 

gambaran yang lebih komprehensif 

mengenai determinan ketimpangan 

pendapatan. Selain itu, periode penelitian 

dapat diperpanjang agar tren jangka 

panjang dapat dianalisis secara lebih 

mendalam. Penggunaan metode campuran 

(mixed methods) yang mengombinasikan 

data kuantitatif dengan data kualitatif juga 

dapat menjadi alternatif pendekatan yang 

lebih kaya dalam memahami dinamika 

ketimpangan pendapatan antarwilayah di 

Indonesia. 
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